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ABSTRAK 

 

Suatu hubungan utang-piutang, Jaminan merupakan sarana pengaman bagi 

kreditor untuk mengamankan hak-nya dalam pelunasan hutang apabila debitor 

wanprestasi. Utang-piutang yang diikuti dengan jaminan Hak Tanggungan, kreditor 

diberi kewenangan  oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-

undang Hak Tanggungan untuk melindungi hak-nya dengan melakukan pelelangan 

harta jaminan debitordi depan umum di kantor lelang tanpa persetujuan debitor 

terlebih dahulu(parate eksekusi). Dalam Prakteknya dilapangan banyak terjadi 

gugatan atas tindakan kreditor tersebut dengan alasan barang yang dijaminkan debitor 

merupakan harta bersama perkawinan.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 

melakukan kajian terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek Hak Tanggungan atas 

adanya gugatan harta bersamadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta sebagai pihak pelaksana pelelangan umumapakah sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian ini juga untuk 

mengetahui bagaimana penjaminan hak tanggungan yang merupakan harta bersama 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metode 

deskriptif analitik. Memulai data-data yang bersumber dari hasil wawancara, telaah 

pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek 

peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka(library research) 

yangmenggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis ketentuan 

penjaminan Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama. Penelitian ini juga 

merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis ketentuan pelaksanaan parate 

eksekusi objek Hak Tanggungan serta sumber-sumber hukum yang berlaku dan 

mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan parate eksekusi objek Hak 

Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama yang diterapkan dilapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan Hak Tanggungan yang 

merupakan harta bersama didahulu dengan perjanjian bahwa hutang dijamin 

pelunasannya dengan Hak Tanggungan karena merupakan perjanjian ikutan, 

kemudian pembuatan APHT antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, yaitu 

suami atau isteri yang disetujui kedua belah pihak dengan kreditor. Hal ini untuk 

memenuhi syarat spesialitas. Selanjutnya pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor 
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Pertanahan untuk memenuhi syarat publisitas.Selanjutnya Ada 2 (dua) Sikap KPKNL 

apabila terjadi gugatan terkait kepemilikan hak harta bersama yaitu: 1). Sikap 

KPKNL terhadap Putusan Nomor 105/Pdt. G/2012/PN. Yk yaitu dengan 

menyerahkan kelanjutan proses lelang kepada Penjual/Pemohon lelang untuk 

melanjutkan permohonan lelangnya atau tidak, karena gugatan berasal dari suami 

atau isteri Debitor/Tereksekusimaka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) 

tetap dilaksanakan.2) Sikap KPKNL terhadap Putusan Nomor62/Pdt/2017/PT.Yyk. 

yaitu dengan membatalkan rencana lelang yang dimohonkan Pemohon/Penjual 

lelang, karena gugatan berasal dari pihak selain debitur/tereksekusi dan suami atau 

isteri debitur/tereksekusi, maka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) tidak 

dapat dilaksanakan. 

 

Kata kunci: parate eksekusi, Hak Tanggungan, gugatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一
■
謬

一
■
魏

菫鴛菫
=要

TE撤 要ム暑AMA

導NFttMITA導 菫轟]醗曜電 N鷺曇
=菫

轟薔Fil‐AI=ALttAttA

FAttLTA轟 轟YAXttAtt BAN E穏藁薄翌      
「

Jl.Mttstt Attsucliptlo Toし {0274)512340 Fax姜 (0274)5尋 鷺 纂 T機檄 轟鏡 a552霧 1

墨ULAT PE■yvATAAI IttAttLLI瑾八判貪重墨

YaFtt bertanda tallgan tt bawah ini:

Ntta

H壼

:触顔 anto Dwl Nu要もllo

11234奪 鬱78

Prolgam Studi l1lmu Huku盤

Fakulttts      :Syari'1遷 ldan Hukum

職 暗 鑽裁 證 畿罐 策 Se欝趣 鍾 峰 聾ra=b轟寵 導懸 参 i itti V義墓 鷺罐 醐緩 "P曇独撫銀 鐘 盤 Pattte

菫:丑餞ekttsi lDbyek Ettk Tan銀詳建暮翼漱 Atatt A慮 食建ytt G理奪農撼鐘 泌  

『
亀象 B曝rsa難織 di 聰 建tor

rettta建懇建X4Ektty轟舞凛NegaFa慮轟議Lttla難寝JKF唖鯉聾二導Y警墓y難監量焦
灘

重薫灘≧lah hattil i亜ぱTa pribadi

越鐘 鸞p曇疑鑢 g諄襲辟t畿麟 p撃欝 墨雛 tidtt b曇重si霊威曇ri y銭喜義紆鶉 li≧曇ik識 戴鑢 感ittli尋 喉Fa瞳

1轟i聾警醗 c懇鹸i btti鯉 韓糞韓 ttt y雛轟p奪難yu轟鷺≧潔 懇il s轟罐 顧 鑢理轟 霧奥舞 ila峰轟畿 載参議搬y就轟難 ini

ti義曲 b鐵鮮蓼難≧ ヽ巻p韓濃 琴 轟轟奪理轟 鶴嘘鮮 襲≦轟爾轟 藤 轟藤 轟曇 t

D轟量i壼鐵 轟ぽ鐘 p轟彎 轟 鐘 i導 還挽饉 轟種 轟 舞提 聾誹 b礁鷺 翌 y桑
=

Y03y:量無 量量AttusttS 2118

Y韓ス翠彎 尋逼錘聰

iV

NIIR圧Ⅲ12墓ξ靡舒曹亀



EEl鰹退爾 E副鵬LN Ar‐A霊Å

膏WE鷺 玉TAtt x轟 ]膿坦Itt NE磐翼菫 轟碧入XN EA撫 磐A
PAEWLTA轟 轟YA亜誓A菫 懲AN菫¥К馨翌

ご1畢 H難山 A選轟曇懇竜曇T曇諄攀量Tttl Sl鰹等善F鎮も攀董T轟35轟轟 itt Υ曇覇轟雉 曇鐘馨1

轟理:RAT PE■ttETTttJAN ttln‐

H墨 :轟揚iptti S曇種覇謄轟葺嘘畿難蓄曇⊃運 巽響警h曇

Kepada:

Yth.Bapak lllekぉ 難rakIIitas SyaFi'a■ datt IIIk襲韓

UIN S職盤豊破 ]【ユlttag裁

慮i聰釘裁曲

翌∬α」α鷲露場難j為解爾昨晏難 .

S鏡鍾轟 繭 b雑亀 難 鐘 el轟 dttL盤 領導攀FekSi轟轄織 難 領¥彗 躍量鑽

b零雛鍮轟Ъ轟糧鍋 鹸撫緑頴
輻 義k鑢 塁讐叙 翌 y亀 艤 ha通

委鉤   『    椰

NIM      ll量 34番巻丁轟

∴慮d    :鱚 P毒 1轟 l瞳l曇職轟轟理 Pttr轟竜摯E職醇犠L覆纂i(慇byttkヨ聰kT難通馨喜鷺轟種轟醗響瞳電機轟A銭鍵難y轟 彊瞳は難竜轟難

亜裁甦最 丑曇r曇量血轟 di強 豊tor Fdtty量通趣重 盈醗ktty議最量 N鷲鱗難 糧轟量 玉雄l豊塁塁    肇警

Y曇婁yttk量武最
静

懸l轟懇 輔 鍾 曇罐理途朧 k籟鍵btti k諄轟饉 F畿滅撫慈 轟yぎ iや 轟 違鑽 菫畿 輔糧 F準愕 轟撫畿 lk竃 藁畿 醸

¥越versitas lsl機 Negeri Sttall K轟彗鶴 a Yoraktta seb毬轟 簿滅農 嚢轟 sy雷裁 繭 岬 響奉麺 曇り 1械
露輔 饉 ユ難 就as副議〈競 懇 IInu童敏 畿 .

酵鋼電 機 Li k面 菫職 曇 rap鶴露 skttsi sttdtta ttsttut d等 盤 seg臨 懇 雛 弩 饂 な 機 、u菫畿 撫 軸 面

鷺cttktt tel■ma L曲 .

羹 墨塾鐸縁騨暫審鷺ξ熱鍮 鯖翼轟 .

Yo轟y轟麺糞塾重塞Attuttt毬 墓101塞

P劉圏趣ittbi

∠
覆ゝpt l参T参幸70尋 l警警轟警墓藍暑暑曇



¬

К凛回[EttTEttN AOAttA

¥NFE濾 菫TAtt I轟 ]膿牡Itt N逗碁進憑 懸弾NAtt IAR独曇A

FAXULTA番 轟YAHttAtt DAN菫 ¥EUH
Jli H璽轟畿 轟 識奪懇ttt Tξキ 4番重74151纂導 F謳=モ鐘 T等}54Nltt T巻蜀曇畿 熱舞纂 l

H曇]:轟krirtti轟曇u違覇 轟農墨き ittntф ⊃曹i HuttFtth藝

Kepadal

■=the Bapak Dlekatt Fakttitas Syari'all dan]匿 uk職腱

UN Sunttn Kalttaga

di Yo暮 yttk轟羮轟

翼ぶ盛通購葬詮選鎧震簿 計む.繁懇羮

轟砦誉磐i羞量l 菫 華菫:愁曇曇塾 ]甦鬱重奪li髪  唾轟重 整 辱翌曇曇Fektti 曇曇rt曇 整 善重y釘曇覇量』睡

b轟警轟d苺激b由轟五ζ賭摯意i金藪d諸漬

N軸    :r鑢轟 ia鐘o,Dwi:NttFOh争

参雉 墨悽狸 轟諄壼l理鶴ξ塾 1警畿轟董鍾通

卜顧h戚      :12340078

ξ面   :発 嚇攀i轟綺霙畿轟曇難辞曇
「

鏡彗鷲鶴憔盪鱗懇i蕃暮y穣盤越義k奮轟難暮藝毬駐蓼 滋皇糧尋真厄 轟ξ桑善眠蓼 t農理

菫轟量量醗穣麗曇盤轟感量憂釉L盤無F FttEttr轟 壺曇壼盈鋏撫棄y轟嚢量N轟藝通F糧 鍾嚢嚢曇饉職瞳 鸞 菫yL}
Y暑切 轟甦轟言垂曇

静

轟選 轟 轟諄 裁 義鍾曇 識 ■ttbtti■諄 鍾 轟 FI滅糧轟 霧yttit轟 違鐵 Htt P鍾 ポ雛 轟撫畿 駆量 鷺 H濃騨

撫 鍵 轟 撫懸主導l購 撻罐 轟 轟懇 難 撻錢 瞳 轟To顧飩 轟轟 纏 轟 轟 轟 藝鐘嚢奪凸 機 は 難雛 p彗灘 i轟 轟ぽ∬

曇覇弔朧轟裁 鐘轟纂曲 襲轟鐵塁最麗磯饉 趣饉,

D錢墓難 i霧 鶴轟 雛 ざ 蓼諄 種 蒻 導豪 参碁量導曲 鸞 轟撥 轟l鍾 違諄 鑽 導辱轟爾 [遷難機 鋪    i魏 無 理 k凛面

鸞響k難 議璽鐘 撫曇難.

ぶ義ssα:難露勧麟J為解 rh陽 ,

Yolvak腱亀量轟A墓彗鎌Es 2018

Y:

饗 il参奮曇番警曇毒璧巻警ф巻31警審





ix 
 

 

MOTTO 
 

Bukankah Balasan Untuk Sebuah Kebaikan Adalah Kebaikan Pula? 

(Qs Ar-Rahman: 60) 

 

Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, karena penundaan 

akan melewatkan kesempatan yang ada sekarang dan esok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Semua orang atau badan hukum di dalam kehidupannya pasti memiliki 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak 

mendesak. kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Dan 

kadangkala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terlepas dari masalah 

biaya atau dana. Dana yang dibutuhkan kadangkala tidak sedikit jumlahnya yang 

mungkin tidak tersedia pada waktu itu juga. Untuk dapat mencari dana dalam 

jumlah yang tergolong cukup besar itu tidak mudah apalagi dengan cara menggali 

dana sendiri. Maka kebanyakan orang atau perusahaan dalam menghadapi 

kekurangan dana salah satu jalan keluarnya adalah dengan berutang kepada pihak 

lain, atau dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditor nanti setelah jatuh 

tempo akan dikembalikan.
1
 Maka disini juga peran bank sangat signifikan, karena 

salah satu peran perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit.
2
 

Ada kalanya debitor tidak menjalankan kewajibannya kepada kreditor 

sebagaimana perjanjian awal. Di dalam penyaluran kredit oleh kreditor,demi 

untuk menjamin keamanan pelunasan hutang oleh debitor, kreditor memerlukan 

jaminan yang dapat dimanfaatkan sebagai ganti pelunasan apabila debitor tidak 

                                                           
1
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 1. 

 
2
 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 



2 
 

 
 

membayar hutangnya sesuai perjanjian maka dapat dikatakan sebagai suatu 

tindakan wanprestasi. Sebagaimana di dalam praktek perbankan, kreditor dalam 

menjalankan penyaluran dana dituntut menggunakan prinsip kehati-hatian yang 

biasa disebut dengan 5C, yaitu Character (watak debitor), Capacity (kemampuan 

debitor), Capital (modal debitor), Collateral (jaminan), Condition of economy 

(kondisi ekonomi).
3
 maka kreditor membutuhkan jaminan khususnya jaminan 

kebendaan yang lebih pasti dan mudah dalam mengidentifikasi obyeknya, sebagai 

pengaman dalam pelunasan kredit yang disalurkannya.
4
 

Jaminan kebendaan sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu pertama 

jaminan gadai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) Pasal 1150-1160, kedua jaminan hak tanggungan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah(selanjutnya disebut dengan 

Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), dan ketiga jaminan fidusia yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang Fidusia.
5
 

Dalam praktek perbankan, untuk lebih mengamankan dana yang 

disalurkan kreditor kepada debitor diperlukan tambahan pengamanan berupa 

jaminan khusus yang banyak digunakan yaitu jaminan kebendaan berupa tanah.
6
 

Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, baik untuk kredit produktif maupun 

                                                           
3
 Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung: Penerbit  Mandar Maju, 

1995), hlm. 131-135. Lihat juga dalam Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di 

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 246-248. 

 
4
 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi 

Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005) hlm. 20.  

 
5
 Ibid, 20-38. 

  
6
 Bambang Sunggono, Pengantar Hukum..., hlm. 129-130. 
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kredit konsumtif didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan 

mempunyai nilai ekonomis tinggi.
7
 Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan 

paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tangungan. Hal itu 

didasari adanya kemudahan dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas 

dan pasti eksekusinya, di samping itu hutang yang dijamin dengan hak 

tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil 

pelelangan tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. Memang hal yang tidak 

dapat diabaikan dalam perjanjian kredit adalah perlindungan hukum bagi kreditor 

ketika debitor wanprestasi, apalagi debitor sampai mengalami kemacetan dalam 

pembayarannya. Pemanfaatan lembaga eksekusi hak tanggungan dengan demikian 

merupakan cara percepatan pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan 

kembali kepada kreditor (bank), dan dana tersebut dapat digunakan dalam 

perputaran roda perekonomian.
8
 

Salah satu ciri atau sifat yang dimiliki hak tanggungan adalah mudah dan 

pasti dalam melaksanakan eksekusinya, sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
9
, maka dalam sebuah 

hubungan hukum antara kreditur dengan debitur jika suatu pihak tidak memenuhi 

prestasinya dalam hal ini debitur, yaitu debitur tidak membayar hutangnya sesuai 

dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Maka kreditur dapat 

melakukan upaya untuk memenuhi hak-nya. Maka UUHT memberikan sarana 

                                                           
7
 Agus Yudha Hernoko, dalam Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Eksekusi 

Obyek Hak Tanggungan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 3. Lihat juga dalam 

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek..., hlm. 239-240. 
 
8
 Ibid, hlm. 3. 

 
9
 Penjelasan Undang-Undang  No. 4 Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan. 
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kepada kreditur untuk memenuhi hak nya salah satunya dengan cara parate 

eksekusi, yaitu sarana pemenuhan hak kreditur  dengan adanya kewenangan dari 

kreditur pemegang hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri dapat menjual 

obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum.
10

 

Menurut Pitlo, parate eksekusi diartikan sebagai suatu penjualan yang 

berada di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak 

melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual 

barangnya sendiri
11

, sedangkan menurut Subekti, parate eksekusi adalah 

menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti 

tanpa perantaraan hakimyang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk 

selanjtunya menjual sendiri barang tersebut
12

. Parate eksekusi adalah eksekusi 

yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan (gadai dan hipotik) tanpa 

melalui bantuan atau campur tangan dari Pengadilan Negeri melainkan hanya 

berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara saja.
13

 

Kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan perantaraan lembaga Negara 

yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelelangan umum, maka untuk 

melaksanakan Pasal 6 UUHT ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pasal 6 UUHT dan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang 

                                                           
10

 Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. 
 
11

 Pitlo dalam Herowati Poesoko, Dinamika Hukum..., hlm 187. 

 
12

 Ibid, hlm. 187. 

 
13

 Ibid. 
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Negara Nomor: SE-23/PN/2000, yang mana dalam angka 5 Surat Edaran Nomor: 

SE-21/PN/1998 menentukan bahwa: ”Penyelenggaraan lelang atas obyek Hak 

Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dapat dilaksanakan melalui bantuan 

Balai Lelang”. Selanjutnya dalam perkembangannya pelaksanaan lelang 

berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana dalam Surat Menteri Keuangan No. 

304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 2 ayat (3) 

menyebutkan bahwa: ”Kantor lelang tidak boleh menolak permohonan lelang 

yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah terpenuhi”. 

Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat masalah dalam 

pemenuhan hak kreditur dengan cara parate eksekusi. Kantor lelang seringkali 

dalam pelaksanaan lelang mendapat perlawanan dari debitur yang ingin 

menghalangi objek hak tanggungannya dijual melalui pelelangan umum. Debitur 

beralasan bahwa pengikatan jaminan hak tanggungan antara debitur dengan 

kreditur tidak sah, maka kreditur tidak berhak mengeksekusi objek hak 

tanggungan tersebut. Seperti halnya masalah harta bersama dalam perkawinan. 

Debitur menganggap penjaminan/pembebanan hak tanggungan antara kreditur 

dengan debitur tidak sah karena dari pihak debitur yang melakukan pengikatan 

perjanjian dari suami/istri tidak mengikutsertakan atau tanpa persetujuan pihak 

istri/suami yang juga mempunyai hak terhadap harta bersama yang dijaminkan 

tersebut. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa terhadap harta bersama, suami dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak.
14

 

                                                           
14

 Pasal 36 ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. 
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Maka disini dalam sebuah pengikatan perjanjian harus memenuhi syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian yang secara umum diatur didalam Pasal 1320 

KUHPerdata.
15

 Juga diatur jelas dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT bahwa pengikatan 

hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang berwenang 

melakukan perbuatan hukum tersebut
16

, maka oleh karena itu bagaimana dengan 

sah nya suatu perjanjian  pengikatan hak tanggungan bila yang melakukan 

pengikatan jaminan terhadap harta bersama adalah orang yang tidak berwenang 

melakukannya, maka akan timbul jaminan yang cacat, sebagaimana diungkapkan 

Mariam Darus Badrulzaman tentang hipotik
17

, yang mana hipotik telah dicabut 

dengan UUHT merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.
18

 Maka perlu dikaji 

apakah jaminan yang tidak sempurna (cacat) dapat dilakukan eksekusi oleh 

kreditur secara parate eksekusi sebagaimana jaminan yang pengikatannya 

sempurna atau tidak cacat. 

Maka disini kantor lelang yang diberi kewenangan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk melakukan penjualan di muka umum terhadap 

pemenuhan hak kreditur dalam terjadi hal kredit macet, dengan adanya 

perlawanan dari debitur  tentang tidak sah nya tidak pengikatan jaminan hak 

tanggungan  dengan alasan harta bersama, maka kewenangan yang diberikan 

                                                                                                                                                               
 
15

 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 224. 

 
16

 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. 

 
17

 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Hypotheek, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti), 1991, hlm. 30-31. 

 
18

 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam..., hlm. 181 
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kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan dimuka umum akan terganggu, 

bagaimana pelaksanaan parate eksekusi Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Bekaitan 

dengan Tanah(UUHT) setelah adanya gugatan mengenai kepemilikan harta 

bersama tersebut. Sebab dilapangan banyak terjadi gugatan atas dasar kepemilikan 

harta bersama terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate 

eksekusi).
19

  

Sebagai contoh kasus Nomor 105/Pdt. G/2012/PN. Yk Debitur R Yuri 

Ahmadi Satari dan Fery Indah Cahyani pasangan suami isteri merasa bahwa PT. 

BPR Dana Hidayahtullah tidak berhak melakukan pelelangan terhadap objek 

sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4401/Nogotirto atas nama Fery Indah 

Cahyani yang merupakan jaminan Hak  Tanggungan.  

Selanjutnya perkara Nomor 62/Pdt/2017/PT.Yyk Ibu Sumiyati(Terbanding 

I, semula Penggugat I), Dhedhy Damhudi(Terbanding II, semula Penggugat II), 

Ratna Dwi Marmiyati(Terbanding III, semula Penggugat III) mengenai objek Hak 

Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Milik(SHM) No.01993 atas nama Andy 

Dharmawan merupakan harta bersama dan harta waris yang menurutnya 

merupakan hak Para Penggugat. 

Akibat dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik 

mengangkat penelitian ini dengan judul ”Pelaksanaan Parate Eksekusi Obyek Hak 

Tanggungan Atas Adanya Gugatan Harta Bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”. 

                                                           
19

 Wawancara dengan Bapak Sarjana selaku Seksi Hukum Dan Informasi Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi obyek hak tanggungan  atas 

adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan parate eksekusi 

obyek hak tanggungan atas adanya gugatan atas dasar harta bersama di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta setelah 

berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoretis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pelaksanaan parate eksekusi obyek hak tanggungan terhadap 

adanya gugatan atas dasar harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, serta pengetahuan mengenai 

serba serbi lembaga KPKNL itu sendiri yang mungkin berguna sebagai 

rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

penyedia dana/kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada 
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debitur,tentunya eksekusi mana yang paling mudah prosedurnya untuk 

mempercepat pelunasan piutangnya manakala debitur wanprestasi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Skripsi Shida Dwi Utami dengan judul, “Studi tentang Perlawanan 

Pembatalan Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan pada 

Pengadilan Negeri Surakarta”, bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

bagaimana prosedur perkara perlwanan pembatalan lelang yang lebih dikhususkan 

oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri Surakarta, jika dikaitkan dengan 

berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan,  itu penelitian juga mengkaji 

pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa perlawanan pembatalan 

lelang, dan juga akibat hukum dari pembatalan lelang tersebut.
20

 

Selanjutnya Skripsi dari Wahyu Irfan Safei yang berjudul ”Pelaksanaan 

Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga 

Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta 

(Risalah Lelang Nomor 30/2012)”. Penelitian ini lebih berfokus pada prosedur 

atau proses pelaksanaan parate eksekusi obyek hak tanggungan atas adanya 

perlawanan pihak ketiga di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta, bila dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Hak 

                                                           
20

 Shida Dwi Utami, Studi tentang Perlawanan Pembatalan Lelang Berdasarkan Undang-

Undang Hak Tanggungan pada Pengadilan Negeri Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2005. 
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Tanggungan dan juga doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum 

tentang parate eksekusi.
21

 

Selanjutnya Tesis dari Grace Anne Torang yang berjudul “Penolakan 

Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Analisa Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 212/K/TUN/2012)”, penelitian ini berfokus tentang bagaimana 

penafsiran klausula “atas kekuasaan sendiri” pada Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, dan juga membahas tentang bagaimana penafsiran atas klausula 

larangan substitusi pada Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), 

serta bagaimana prosedur atau proses pelaksanaan parate eksekusi di KPKNL 

secara umum.
22

 

Terakhir Tesis dari Nirmala Sari yang berjudul, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pembeli Lelang Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan”, penelitian ini membahas tentang bagaimanakah perlindungan 

hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang dibatalkan oleh 

pengadilan, dan juga tentang bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh pihak-pihak yang dirugikan dalam pembatalan eksekusi lelang oleh 

pengadilan.
23

 

                                                           
 
21

 Wahyu Irfan Safei, Pelaksanaan Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Atas Adanya 

Perlawanan Pihak Ketiga Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta (Risalah Lelang Nomor 30/2012), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.  
 
22

 Grace Anne Torang, Penolakan Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan 

(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/K/TUN/2012), Tesis, Program Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Indonesia, 2012. 

 
23

  Nirmala, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Proses Pelaksanaan 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana Denpasar , 2015. 
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Dari beberapa penelitian diatas yang membedakan dengan penulisan ini 

adalah penulis membahas tentang keabsahan perjanjian pengikatan jaminan hak 

tanggungan yang di dalam penelitian ini obyeknya berkaitan dengan harta 

bersama yang terjadi selama masa ikatan perkawinan, dan apabila pengikatan 

jaminan itu tidak sah, apakah perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan itu 

menjadi perjanjian jaminan yang sempurna, selain itu penulis juga membahas 

tentang proses pelaksanaan parate eksekusi obyek hak tanggungan atas adanya 

gugatan atas dasar harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 

Lelang (KPKNL) Yogyakarta. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Hak Tanggungan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai 

barang yang dijadikan jaminan, sedangkan jaminan itu sendiri artinya 

tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, 

yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah: 
24

 

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur yang lainnya”. 

 

Prof. Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah  

                                                           
24

  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
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“penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditor untuk 

berbuat sesuatu menenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan 

untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk 

menjualnya jika debitor cedera janji dan mengambil dari hasilnya 

seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur 

kepadanya.”
25

 

 

Dari uraian paparan diatas dapatlah dikemukakan ciri Hak 

Tanggungan. Ciri Hak Tanggungan adalah: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

pemegangnya atau yang dikenal dengan droit de preference, 

b. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu 

berada atau yang disebut dengan doit de suit. Keistimewaan ini 

ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang 

berkepentingan, 

d. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kemudahan dan kepastian 

kepada kreditor dalam pelaksanaan eksekusi.
26

 

2. Parate Eksekusi Sebagai Upaya di Luar Hukum Acara Perdata 

a. Tanpa Didahului Sita Jaminan dan Sita Eksekusi 

Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam 

proses berperkara di pengadilan. Sita yang dimaksud termasud sita 

                                                           
25

  Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 97. 

 
26

  Ibid.,  hlm. 97-98. 
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jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan (conservatoir beslag) ialah sita 

yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun 

terhadap harta kekayaan Tergugat, yang bergerak maupun tidak bergerak 

atas ganti rugi atau hutang piutang yang bertujuan untuk memberi 

jaminan kepada Penggugat terhadap harta yang disengketakan atau harta 

milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang agar tetap adadan 

utuh. 
27

 

Syarat untuk melakukan sita pada umumnya adalah pitang 

kreditoor dinyatakan dalam akta eksekutorial. Bentuk akta eksekutorial 

yang paling sering dipakai adalah grosse putusan pengadilan, dimana 

debitor diputuskan untuk membayar. Prosedur tersebut mempunyai 

maksud memberikan perlindungan hukum bagi kreditor sebab dengan 

akta eksekutorial (juga disebut akta yang dapat digunakan untuk 

bertindak) debitor dituntut untuk melunasi sejumlah uang dari pihak yang 

berutang.
28

 

Dalam beberapa perkara kepada pihak penagih diberikan 

wewenang untuk menuntut sebagian dari harta kekayaan tertentu milik 

pihakyang berutangsebagai ganti rugi tanpa memerluka adanya akta 

eksekutorial untuk hal tersebut, sedang dalam melakukan undang-undang 

yang mengatur ganti rugi, peraturan umum dari kak eksekusi dan hak sita 

yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek/BW(KUHPerdata) tetap tidak 

                                                           
27

 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Edisi 

Revisi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2013, hlm. 178. 

 
28

 Ibid, hlm. 179. 
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dipakai. Wewenang seperti itu disebut hak eksekusi parate (eksekusi 

langsung). Dalam undang-undang yang membuat syarat-syarat dari Pasal 

1178 ayat (2) BW, wewenang seperti itu dimiliki pemegang gadai dan 

hipotik.
29

 

Sedangkan sita eksekusi (executoir beslag) ialah sita yang 

diletakkan atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Adapun atas barang-barang 

tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung tetapi harus melalui 

pelelangan. Prosedur sita eksekusi antara lain Pemohon mengajukan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 208 RBg.
30

 

Di dalam Rechtsvordering yang mana masih diakui sebagai 

sumber Hukum Acara Perdata
31

, yang juga ada ketentuan untuk 

keuntungan kreditor (pemegang hipotik), bahwa dalam Pasal 510, disini 

diatur tentang peristiwa adanya diletakkan sita oleh pihak ketiga atas 

persil jaminan (baik milik debitor maupun pihak ketiga pemberi hipotik) 

yang sedang memikul beban hipotik, dan kreditor dalam akta hipotik 

memperjanjikan parate eksekusi eks Pasal 1178 ayat (2) BW, dalam hal 

ada diletakkan sita atas persil yang sedang memikul beban hipotik dan 

kreditor pemegang hipotik telah memperjanjikan parate eksekusi, maka 

berlakulah Pasal 510 Rv yang mewajibkan pihak ketiga yang meletakkan 

                                                           
29

 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum...,hlm. 178-179. 
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sita untuk dalam tenggang waktu 10 hari memberitahukan sita itu kepada 

kreditor tersebut di atas(yang memperjanjikan parateeksekusi eks Pasal 

1178 ayat (2) BW.
32

 

Maksud kewajiban pemberitahuan di atas baru dapat lebih mudah 

dipahami kalau membaca pasal berikutnya yaitu Pasal 511 Rv. Dalam 

pasal tersebut diatur peristiwa seperti yang disebutkan di atas dengan 

syarat, bahwa selain kreditor pemegang hipotik memperjanjikan parate 

eksekusi, juga harus dipenuhi bahwa kreditor tagihannya sudah matang 

untuk ditagih. Dalam prakteknya hampir selalu, kreditor dalam kreditnya 

memperjanjikan, bahwa kalau ada diletakkan sita atas persil jaminan, 

maka hutang debitor langsunng manjadi matang untuk ditagih, jadi syarat 

yang kedua hampir selalu terpenuhi.
33

 

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 511 Rv tersebut dapat diketahui 

bahwa pemberitahuan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kreditor yang bersangkutan, untuk melaksanakan parate eksekusinya 

terlebih dahulu dengan mengindahkan Pasal 513 Rv, kecuali jika kreditor 

tidak menghendakinya. Ketentuan Pasal 510 dan 511 Rv, sebagai 

ketentuan pelaksanaan hukum materiil BW, memberikan kedudukan 

yang didahulukan kepada kreditor pemegang hipotik, kalau kreditor 

tersebut melaksanakan ekseksui berdasarkan parate eksekusi, maka 

                                                           
32

 Ibid, hlm.183. 
 
33
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kreditor mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan persil 

jaminan.
34

 

b. Tanpa Fiat Pengadilan 

Pada dasarnya hukum eksekusi diatur dalam Kitab Undang-

Ungdang Hukum Acara Perdata sebagai hukum perdata formil, namun 

khususnya dalam eksekusi jaminan kebendaan khususnya hipotik bagi 

pemegang hipotik pertama diberikan hak melaksankan eksekusi di luar 

Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan parate eksekusi. Menurut 

sejarahnya parate eksekusi timbul dari sifat-sifat keistimewaan jaminan 

kebendaan seperti halnya pada gadai dan hipotik. Keistimewaan dari 

pemegang hipotik eks Pasal 1178 ayat (2) adalah bahwa kreditor dapat 

menjual obyek jaminan dengan syarat sesudah debitor wanprestasi tanpa 

melalui presedur penyitaan terlebih dahulu dan karenanya tanpa 

melibatkan juru sita, tanpa perantara atau ijin hakim, yang seolah-olah 

kreditor melelang brangya sendiri.
35

 

Menurut Pitlo, parate eksekusi diartikan sebagai suatu penjualan 

yang berada di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, 

tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang 

menjual barangnya sendiri
36

, sedangkan menurut Subekti, parate eksekusi 

adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi 

                                                           
34

 Ibid, hlm. 184. 
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haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakimyang ditujukan atas sesuatu 

barang jaminan untuk selanjtunya menjual sendiri barang tersebut
37

. 

Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh 

pemegang hak jaminan (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan atau 

campur tangan dari Pengadilan Negeri melainkan hanya berdasarkan 

bantuan Kantor Lelang Negara saja.
38

 

Pembentuk undang-undang dengan memberikan kemudahan 

kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan kembali piutangya secara 

relatifmudah, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat 

dipergunakan selaku senjata berupa kewenangan menjual atas kekuaaan 

sendiri benda jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam  Gadai Pasal 1155, Hipotik Pasal 1178 ayat (2) 

BW, dan Hak Tanggungan dalam Pasal 6 UUHT.
39

 

c. Penjualan Obyek Jaminan secara Lelang 

Pada dasarnya pelelangan di Indonesia dilaksanakan oleh 

pemerintah melalui Kantor Lelang Negara. Pelelangan melalui Kantor 

Lelang Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Lelang eksekusi yaitu penjualan barang-barang yang berkaitan 

dengan masalah kredit macet, perkara pidana, perkara perdata, 

maupun iutang pajak negara; 

2) Lelang non eksekusi: 
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a) Yang bersifat captive, misalnya lelang terhadap barang milik 

pemerintah pusat atau pemda, BUMN/BUMD, Bea dan 

Cukai; 

b) Yang bersifat sukarela, misalnya lelang barang-barang milik 

swasta, masyarakat, kedutaan, dan sebagainya. 

Berkaitan denggan lelang eksekusi yang dimaksudkan disini 

penjualan lelang yang erat kaitannya dengan fungsi pengadilan. Lelang 

eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, yang memberikan 

hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual secara 

lelang terhadap obyek hak tanggungan apabila cidera janji. 

Sedangkan cara pelaksanaan eksekusi hipotik dapat terjadi melalui 

ketentuan yan disebut parate eksekusi (Pasal 1178 ayat (2)). Biasanya 

yang mempunyai hak parate eksekusi adalah kreditur pegang gadai(demi 

hukum) dan hipotik pertama dengan adanya janji untuk menjual atas 

kekuasaan sendiri, tanpa bantuan grosse acte notaris (grosse acte hipotik) 

maupun putusan pengadilan. Dalam Pasal 1178 BW telah diatur tentang 

cara pelaksanaan eksekusi oleh kreditor yang berlandaskan klausula janji 

untuk menjual dengan kekuasaan sendiri yaitu dengan menunjuk 

ketentuan Pasal 1211 BW yang menentukan : (1) penjualan harus di 

muka umum; (2) berdasarkan kebiasaan setempat; (3) penjualan 

dilakukan di hadapan pegawai umum yaitu disini adalah pegawai Kantor 

Lelang Negara.
40
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Penjualan di muka umum artinya adalah bahwa penjualan harus 

melalui lelang.
41

 Menurut Pasal 1a Peraturan Lelang (Vendu Reglement) 

S. 1908: 189, semua penjualan umum harus dilakukan di hadapan juru 

lelang. Dalam perkembangannyauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

UUHT, petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan 

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-

23/PN/2000.
42

 

3. Harta Bersama  

Dalam perkawinan dan di dalam rumah tangga di samping adanya 

harta yang tetap diakui sebagai harta milik pribadi dari masing-masing suami 

istrei juga terdapat harta yang mereka miliki secara bersama-sama sebagai 

harta benda hasil pencaharian bersama mereka yang diperoleh semasa 

perkawinan berlangsung, harta semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 memberikan nama dengan “harta bersama”. Nampaknya undang-

undang tersebut memberi nama yang bersifat umum melalui pendekatan 

bahasa Indonesia yang diharapkandapat dimengerti oleh semua kalangan 

masyarakat Indonesia, yang sebelumnya terdapat keanekaragaman istilah 

sesuai dengan lingkungan adat setempat. 
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Di dalam Pasal 35 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa “harta benda 

yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”. Hal ini 

berarti bahwa harta bersama terbentuk sejak tanggal perkawinan sampai 

ikatan perkawinan itu berakhir, maka harta apa saja yang didapatkan selama 

masa perkawinan berlangsung tergolong sebagai harta bersama kecuali harta 

yang berasal dari hibah atau wasiat yang ditujukan kepada masing-masing 

suami isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) UUP. 

Jadi pengertian harta bersama menurut undang-undang ini adalah 

harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hibah atau warisan. 

Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha suami isteri, atau sendiri-

sendiri selama masa perkawinan. 
43

 

Harta bersama yang dimuat baik dalam UUP maupun UU No.7 Tahun 

1989 ayat (1) sebenarnya sudah lama dikenal di berbagai daerah. Di Aceh 

dinamakan dengan Hareuta Sihareukat atau Hareuta Syarikat. Di Sunda di 

beri nama Guna Kaya atau Barang Sakaya atau Kaya Reujeung atau Raja 

Kaya (di Kabupaten Sumedang) atau sarikat (di Kabupaten Kuningan) atau 

Harta Pencarian(di daerah Jakarta). Di Jawa dinamakan Barang Guna atau 

Gono-gini. Di Bali disebut Druwegabro. Di Kalimantan disebut Barang 

Perpantangan dan Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dikenal dengan 

nama Barang Cakara’ sedangkan di Madura dikenal dengan nama Ghuna-

ghana.
44
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Menurut hukum adat, Prof. Dr. R. Vandijk mengemukakan bahwa 

harta bersama ialah:”segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah 

harta pencaharian bersamadan dengan sendirinya menjadi lembaga harta 

bersama yang lazim disebut harta syarikat”. B. Ter Haar mengatakan : bahwa 

dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami-

isteri selama perkawinan. Bentuk harta bersama yang seperti itu telah 

dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai 

yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat dan stelsel 

kekeluargaan.
45

 

Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 

Nopember 1958, Nomor 51/K/Sip/1958 yang menegaskan kaidah hukum 

bahwa: ”Menuruthukum adat semua harta yangdiperoleh selama 

berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono-gini, meskipun hasil 

kegiatannya suami sendiri”.
46

  

Istilah-istilah yang dipakai di dalam masyarakat mengenai harta 

bersama selama ini berbeda-beda, seuai dengan keanekaragaman masyarakat 

setempat, seperti di Aceh disebut dengan istilah “harta seharkat”, di Jawa 

disebut dengan istilah”harta gono-gini”. Banyak lagi istilah-istilah lain lain 

yang berlaku di beberapa lingkungan masyarakat adat tertentu, meskipun 
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 H. Ismuha dalam Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi 

Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 

hlm. 29. 
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secara materiil dikenal harta masing-masing suami isteri atau harta bersama, 

istilah yang diguakan berbeda-beda sedangkan hakikatnya adalah sama, yaitu 

kekayaan suami isteri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
47

 

4. Hak 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepaanya untuk bertindak dalam rangka 

untuk kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara 

terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang 

demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengandemikian tidak setiap 

kekuasaan dalam masyarakat itu itubisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 

kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
48

 

Secara tradisional dibedakan antara dua macam hak (dan 

kewajiban):
49

 

a. Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, 

sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Kerenanya hak 

itu dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada 

manusia , sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. 

Ternyata hak semacam itu tidak perlu direbut, sebab selalu 

sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat 

dicabut oleh seorang pun di dunia. Memang benar bahwa hak-hak 
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manusia tertentu tidak selalu diakui orang-orang, perlu timbulnya 

kesadaran tentang hak-hak itu terlebih dahulu. Akan tetapi timbulnya 

kesadran itu mengandaikam telah adanya suatu dasar baginya. Bila 

tidak terdapat kesadran tentang hak-hak itu , hak-hak itu tidak hilang, 

mereka tetap ada, yakni sebagai bagian eksistensi etis manusia di 

dunia ini. 

b. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan; yaitu hak yang 

berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan 

dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung 

dalam undang-undang yang sah. Jelaslah hak-hak itu dapat dituntut di 

depan pengadilan. 

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan 

kepentingan, melainkan juga kepentingan. Apabila saya memiliki 

sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti 

bahwa kepentingan saya atas tanah tersebut mendapat perlindungan. 

Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan 

saya, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tanah itu. 

Saya bisa memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain 

dan hal itupun termasuk ke dalam hak saya. Dalam hal ini bukan 

hanya kepentingan saya yang mendapatkan perlindungan, melainkan 

juga kehendak saya.
50
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Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah 

sebagai berikut:
51

 

a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemiliki 

atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki 

titel atas barang yang menjadi sasaran itu. 

b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang 

kewajiban. Antara hak dankewajiban terjadi hubungan korelatif. 

c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk 

melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) sesuatu 

perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak. 

d. Commission atau ommission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai objek dari hak. 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa 

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

F.  Metode Penelitian  

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian 

yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan 

sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan 

dan menganalisis sampai menyusun laporan. Untuk mencapai sasaran yang tepat 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan, 

observasi secara langsung terhadap KPKNL Yogyakarta terkait pelaksanaan 

parate executie.Selain itu penulis juga didukung dengan penelitian pustaka 

(library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau 

litertur yang berkaitan dengan penelitian.
52

 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif. penelitian deskriptif dimana pengertian penelitian ini mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, baik menyangkut tata cara, situasi, 

hubungan, sikap, perilaku, cara pandang dan pengaruh-pengaruh dalam suatu 

kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga mempelajari norma-

norma atau standar-standar yang berlaku.
53

 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu metode ini digunakan 

untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, 

terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
54

 

3. Pendekatan Penelitian 
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Dalam penyusunan skripsi pendekatan yang digunakan penulis adalah 

pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian terhadap efektivitas hukum 

merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam 

masyarakat, penelitian seperti ini sangat relevan di negara-negara 

berkembang seperti di Indonesia.
55

 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal 

dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan 

langsung pada obyek yang diteliti atau wawancara.
56

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari:
57

 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi:  

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  

b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
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c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

f) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Lelang 

g) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan  Negara Nomor 

PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-

makalah yang khususnya membahas dengan masalah yang diteliti.  

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 



28 
 

 
 

primer dan bahan hukum sekunder.Adapun petunjuk yang dipakai 

dalam bahan hukum tersier dapat berupa:  

a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa  

b) Ensiklopedia  

c) Internet  

d) Surat Kabar  

a. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:
58

  

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu maslah 

dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-

dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.  

b. Wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data dari 

narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi 

serta tanggapan dari narasumber mengenai permasalahan ini. 

Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa 

pernyataan dan keterangan seputar permasalahan yang diteliti. Adapun 

perencanaan yang menjadi obyek interview dalam penulisan skripsi 

ini adalah yaitu: staff dari divisi hukum dan informasi KPKNL 

Yogyakarta.  

b. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 
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 Ibid., hlm. 18-19. 
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sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan 

informasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang 

telah terkumpul kemudian dilaporkan dengan apa adanya dan diambil 

kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya.
59

  

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahas dalam 

penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. 

Dalam penelitian initerdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa 

sub pembahasan, sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan 

dari masalah yanga ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian yang 

berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. 

Kemudian telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian ini terhadap 

peneliti lain. Kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum 

serta pemikiran para ahli terkait penelitian. Metode penelitian dan sistematika 

pembahasan yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti. 

Bab kedua merupakan tinjauan teoretik terkait jaminan hak tanggungan, 

asas-asas haktanggungan, lahir dan hapusnya hak tanggungan, parate eksekusi hak 

tanggungan, pengertian perkawinan, macam-macam harta dalam perkawinan, dan 

pengertian harta bersama. 

                                                           
59

 Ibid., hlm. 13 dan 19. Lihat juga dalam Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7-13 dan 107.dan Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian 

Hukum, (Jakarta: UI-Pess, 1986), hlm. 250. 
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Bab ketiga akan membahas tentang gambaran secara umum terkait dengan 

profil umum serta kedudukan KPKNL, profil KPKNL Yogyakarta, tinjauan 

mengenai prosedur parate eksekusi obyek hak tanggungan, tinjauan mengenai 

gambaran perkara gugatan harta bersama. 

Bab keempat ini penyusun memaparkan hasil penelitian dengan cara 

analisis data-data yang didapat penyusun dan mengkorelasikan dengan referensi 

literatur - literatur yang terkait dengan tema penelitian.  

Bab kelima merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari 

analisis bab–bab diatas secara sederhana dan sistematis, serta menguraikan 

kesimpulan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan bagi 

penyusun 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Pembebanan objek Hak Tanggungan bila dikaitkan dengan harta 

bersama maka pertama-tama harus ada tertera janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang karena jaminan Hak 

Tanggungan merupakan perjanjian accessoir (ikutan) dari perjanjian 

pokoknya yaitu utang-piutang dan perjanjian Hak Tanggungan dilakukan 

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) (Pasal 10 

UUHT) kemudian APHT didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk 

memenuhi asas publisitas dan didalamnya harus memuat nama ,identitas, dan 

domisili para pihak, penunjukkan secara jelas utang yang dijamin, nilai 

tanggungan, dan uraian yang jelas mengenaiobjek Hak Tanggungan. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas. Apabila objek 

Hak Tanggungan merupakan harta bersama maka pemberi Hak 

Tanggungannya juga harus oleh pihak yang mempunyai kewenangan 

melakukannya (Pasal 8 UUHT). Mengenai harta bersama, Undang-undang 

Perkawinan mengatur bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadapnya 
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setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 UUP), kemudian 

ada 2 (dua) Sikap KPKNL apabila terjadi gugatan terkait kepemilikan hak 

harta bersama yaitu: 1). Sikap KPKNL terhadap Putusan Nomor 105/Pdt. 

G/2012/PN. Yk yaitu dengan menyerahkan kelanjutan proses lelang kepada 

Penjual/Pemohon lelang untuk melanjutkan permohonan lelangnya atau tidak, 

karena gugatan berasal dari suami atau isteri Debitor/Tereksekusi, maka 

lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) tetap dilaksanakan. Dalam 

perkara ini Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan dari Penggugat, 

maka dengan adanya putusan Majelis Hakim tersebut dapat menggambarkan 

bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT sesudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 2) Sikap KPKNL terhadap Putusan Nomor 

62/Pdt/2017/PT.Yyk. yaitu dengan membatalkan rencana lelang yang 

dimohonkan Pemohon/Penjual lelang, karena gugatan berasal dari pihak 

selain debitur/tereksekusi dan suami atau isteri debitur/tereksekusi, maka 

lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) tidak dapat dilaksanakan. 

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan para 

Penggugat dan menggambarkan bahwa proses rencana lelang eksekusi Pasal 

6 UUHT belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak 
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sempurnanya perjanjian pengikatan Hak Tanggungan antara Kreditor dan 

Debitor sehingga lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.  

 

B. Saran 

1. Perlunya peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur mengenai 

ketentuan harta bersama agar kepastian hukum serta kepentingan semua 

pihak khususnya kreditur atau pihak ketiga bisa terlindungi. 

2. Perlunya peraturan pelaksana yang sinkron dan sistematis mengenai 

pelaksanaan lelang sehingga tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lain.  
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